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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Dalam 

pelaksanaannya, hukum dibuat untuk menertibkan, mencegah kekacauan, mengatur 

tingkah laku manusia dan menjaga setiap hak setiap warga negara serta untuk 

mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Hukum juga menjamin bahwa setiap 

masyarakat mendapat kepastian hukum. Oleh sebab itu, hukum menjamin setiap 

warga negara mendapatkan hak untuk memperoleh pembelaan di hadapan hukum. 

Hukum juga dapat diartikan sebagai peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis 

untuk menjamin ketertiban di dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk 

memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum.1 Negara Indonesia 

sebagai negara yang berlandaskan hukum juga ditegaskan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum”. 

Hukum memiliki sifat memaksa agar tujuan dari hukum itu sendiri dapat 

dilaksanakan karena terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu sendiri. Akan tetapi, 

hukum tidak seharusnya ditakuti ataupun dihindari, hukum haruslah ditaati dan 

dilaksanakan dengan sepenuh hati di dalam kehidupan bermasyarakat karena 

hukum itu sendiri juga dibuat untuk mencapai tujuan dari sebuah negara yang pada

 
1 Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Ideas Community, 2017, hlm. 4. 
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hakikatnya untuk menyejahterakan setiap  golongan  masyarakat.2   Hukum  pidana 

merupakan salah satu bidang hukum di Indonesia. Hukum pidana yang dimaksud 

adalah aturan hukum bagi negara yang berdaulat yang berisi perbuatan yang 

dilarang atau yang diperintahkan diiringi dengan sanksi pidana bagi yang 

melanggar atau yang tidak mematuhi, bagaimana sanksi pidana itu dijatuhkan, dan 

bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang dalam pemberlakuannya dipaksakan 

oleh negara.3 

Hukum pidana juga mengatur dalam hal penggunaan narkotika, dimana 

narkotika hanya boleh digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan medis yang 

digunakan bagi beberapa jenis pengobatan. Hal ini disebabkan atas efek samping 

dari narkotika itu sendiri, yang dimana dapat menyebabkan candu, hilang 

kesadaran, ataupun mengancam nyawa. Dampak penyalahgunaan narkotika sangat 

luas, tidak hanya mencakup kesehatan fisik dan mental saja, akan tetapi juga 

berdampak pada ketenangan hidup dalam keluarga, meresahkan masyarakat dan 

menyebabkan terjadinya pelanggaran akibat hilangnya kesadaran.4  

Penyalahgunaan narkotika sudah menyebar ke segala kalangan, mulai dari 

yang termuda sampai yang tertua bahkan sudah merambah ke kandidat sistem 

pertahanan ibu pertiwi yakni Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya akan 

disebut TNI. Penyalahgunaan narkotika oleh Prajurit TNI tidak hanya merugikan 

 
2  Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung; CV. Pustaka Setia, 2012, 

hlm.20. 
3 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 

2015, hlm. 16. 
4 Badan Narkotika Nasional. Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN Dilingkungan Hukum, 

Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2009, hlm 74. 
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dirinya sendiri melainkan dapat berdampak terhadap masyarakat bahkan keamanan 

negara. Sifat ketergantungan akibat penyalahgunaan narkotika ini akan membuat 

Prajurit TNI menurunkan wibawa dan martabat institusi Tentara Nasional Indonesia 

dan kepercayaan masyarakat.5 Banyak kasus yang melibatkan anggota TNI yang 

tidak hanya mengkonsumsi narkotika secara ilegal namun juga terlibat dalam 

pengedaran nerkotika seperti yang terjadi di Pengadilan Militer I-02 Medan, yang 

dimana Serda Yalpin Tarzun dan Pratu Rian Hermawan divonis penjara seumur 

hidup dan dipecat dari dinas militer karena keduanya terbukti mengedarkan 

narkotika jenis sabu sebanyak 75 kg dan 40.000 butir ekstasi.6 

Hukum pidana yang berlaku untuk masyarakat sipil ialah Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana yang selanjutnya akan disebut KUHP sedangkan bagi 

Prajurit TNI yang berlaku ialah KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Militer yang selanjutnya akan disebut KUHPM. 7  Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Tentara Nasional Indonesia 

memiliki peradilan tersendiri. Disebutkan definisi peradilan militer dalam Pasal 5 

ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yakni 

pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersnejata untuk 

menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan 

penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.8 Hadirnya Undang-Undang tentang 

 
5  Adam Prastisto,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Anggota  Militer  Yang  Melakukan 

Tindak   Pidana Narkotika   Di   Wilayah   Hukum   Pengadilan   Militer   II–11 Yogyakarta, Jurnal 

Ilmu Hukum, 2014,  hlm. 1. 
6 Nikson Sinaga, diakses dari  https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/terlibat-

peredaran-75-kg-sabu-dua-anggota-tni-penjara-seumur-hidup-dan-dipecat, pada tanggal 09 Januari 

2025. 
7 Sumaryanti, Peradilan Koneksitas di Indonesia, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm.1. 
8 Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/terlibat-peredaran-75-kg-sabu-dua-anggota-tni-penjara-seumur-hidup-dan-dipecat
https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/29/terlibat-peredaran-75-kg-sabu-dua-anggota-tni-penjara-seumur-hidup-dan-dipecat
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Peradilan Militer ini tidak serta merta menghilangkan keberlakuan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

selanjutnya disebut KUHAP. Sama halnya dengan bunyi salah satu asas hukum Lex 

Specialis Derogat Legi Generali, keberlakuan Undang-Undang tentang Peradilan 

Militer dan KUHPM hanya mengatur secara khusus hal-hal yang tidak diatur dalam 

KUHP dan KUHAP.  

Peradilan militer merupakan proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang 

dijalankan di lingkungan Prajurit TNI dalam melakukan penegakan keadilan dan 

hukum dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.9 

Oleh sebab itu, apabila Prajurit TNI melakukan kesalahan yang tergolong ke dalam 

pelanggaran tindak pidana maka terhadap Prajurit TNI tersebut akan dikenakan 

sanksi sesuai hukum yang berlaku di militer dan dilakukan di pengadilan militer.10 

Prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dikenakan 

sanksi pidana pokok berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika tetapi juga dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas 

militer yang tidak diatur dalam hukum pidana umum.11  

Tentang pidana tambahan terhadap Prajurit TNI diatur dalam Pasal 6 

KUHPM yang menyatakan bahwa selain pidana pokok terdapat pidana tambahan 

yang terdiri atas pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan 

 
9 Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 

2002, hlm. 14. 
10  Candra Hima, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Narkoba Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 09-

K/PM.III 13/AD/II/2012), Jurnal Universitas Sebelas Maret, Volume 2 No. 1, Januari-

April 2013, hlm. 54 
11 Ibid.  
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hak-hak tertentu.12 Di dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM juga menegaskan bahwa 

lebih lanjut terkait pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang mana 

pada Pasal tersebut menegaskan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau 

tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang 

ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap 

putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang 

berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam 

kalangan militer. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim 

berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang 

berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam 

kalangan militer".13  

Terhadap anggota Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat 

dikenakan sanksi pidana sebagaimana perbuatan pidana tersebut dilakukan. 

Sebagai pidana tambahan terhadap anggota Prajurit TNI yang melakukan tindak 

pidana dapat dikenakan sanksi berupa pemecatan dari Dinas Militer. Sebagai salah 

satu contoh kasus anggota Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana narkotika 

pada Putusan NO. 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021 yang dimana Koptu Mes Yusak 

Kristianto yang berdinas di Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal) 

terbukti secara sah dan bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I 

bagi diri sendiri. Koptu Mes Yusak Kristianto positif mengonsumsi narkotika 

golongan I yakni sabu-sabu yang dibuktikan melalui urine positif mengandung 

 
12 Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. 
13 Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. 
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Amphetamina dan Metamphetamina. Perbuatan Koptu Mes Yusak Kristianto 

terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa Setiap Penyalah 

Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), (3) dan ayat 

(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer.14 Koptu Mes Yusak Kristianto divonis dengan pidana pokok penjara selama 

10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan yang berat yakni dipecat dari dinas militer.  

Jenis pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan sanksi 

terberat dan murni bersifat kemiliteran (van ziuver militaire aard). Pidana tambahan 

ini hanya bisa diberikan kepada Prajurit TNI dan tidak dapat diterapkan kepada 

subjek hukum lain yang tidak memiliki jenjang kepangkatan militer.15  Dengan 

adanya pemecatan ini, Prajurit TNI kehilangan seluruh hak-haknya, termasuk tidak 

lagi menerima gaji atau uang pensiun, serta pencabutan semua penghargaan atau 

tanda jasa yang pernah diterima selama menjadi Prajurit TNI.  

Pemecatan terhadap Prajurit TNI yang terlibat dalam pelanggaran tindak 

pidana narkotika bersifat mutlak, karena secara logika, Prajurit TNI yang pernah 

mengonsumsi narkotika secara ilegal, meskipun telah menjalani rehabilitasi, tetap 

dianggap tidak memenuhi standar integritas untuk menjaga pertahanan negara. 

Maka dari itu juga, alternatif sanksi pidana berupa rehabilitasi tidak diberlakukan 

 
14  Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ef32810d55c2fe8d6a30363235

3332/pdf/zaec7e7c998743e49e42313435303135 pada tanggal 15 Agustus 2024, pukul 17.12 WIB  
15  Asep N Mulyana, Hukum Pidana Militer Kontemporer, Jakarta: PT. Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2020, hlm. 63. 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ef32810d55c2fe8d6a303632353332/pdf/zaec7e7c998743e49e42313435303135
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ef32810d55c2fe8d6a303632353332/pdf/zaec7e7c998743e49e42313435303135
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bagi Prajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika karena dianggap tidak efektif 

dan tidak menguntungkan bagi kepentingan negara. Hal ini menarik perhatian 

penulis untuk menganalisis lebih dalam mengenai perbedaan penerapan sanksi 

pidana terhadap Prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dengan 

masyarakat sipil.  

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dan membahas hal tersebut ke dalam skripsi dengan judul 

”Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Prajurit TNI yang 

Menyalahgunakan Narkotika (Studi Putusan Nomor : 134-K/PM II-

08/AL/VIII/2021) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan teori pemidanaan pada putusan hakim Nomor : 

134-K/PM II-08/AL/VIII/2021 terhadap pelaku tindak pidana narkotika 

yang dilakukan oleh Prajurit TNI? 

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Prajurit TNI yang 

menyalahgunakan narkotika sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk: 
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1. Mengetahui dan menganalisis penerapan teori pemidanaan pada 

putusan hakim Nomor : 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021 terhadap pelaku 

tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI. 

2. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap 

Prajurit TNI yang menyalahgunakan narkotika sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di  atas, maka penulis 

berharap dapat memberikan manfaat yakni: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan penulis maupun pembaca serta dapat memberikan kontribusi 

pemikiran terkait kajian ilmu hukum secara khusus mengenai hukum pidana 

yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh Prajurit TNI. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada 

praktisi hukum, para aparat penegak hukum yang berwenang dalam 

mengadili perkara tindak pidana narkotika, masyarakat dan pembaca agar 

mengetahui bahayanya terlibat dalam penyalahguna narkotika serta dapat 

menambah referensi bagi mahasiswa hukum lainnya yang sedang melakukan 

penelitian terkait penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Prajurit 

TNI. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, 

maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dibahas yakni 

mengenai  sanksi pidana terhadap prajuit  TNI yang menyalahgunakan narkotika 

dan penerapan teori pemidanaan pada putusan hakim Nomor : 134-K/PM II-

08/AL/VIII/2021 terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 

Prajurit TNI. 

 

F. Kerangka Teori 

Kerangka teori digunakan sebagai pisau analisis yang akan mengendalikan 

dan menjelaskan data agar mendapatkan kesimpulan penelitian.16 Oleh karena itu, 

teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Pemidanaan 

Pada dasarnya, pidana merupakan suatu bentuk pemberian penderitaan, 

siksaan, nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana tersebut 

diberikan secara sengaja oleh individu atau lembaga yang memiliki 

wewenang dan pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. 17  Para ahli 

kemudian mengembangkan beberapa teori mengenai pemidanaan dari 

karakteristik pidana tersebut untuk menjadi tujuan dari pemidanaan 

(Strafrecht Theory) dan landasan hukum, yakni: 

 
16 Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Suka-Press, 2021, hlm. 

31. 
17 Ayu Efritadewi, Modul Hukum Pidana, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020, hlm. 7. 
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a. Teori Pembalasan (Absolute/Vergeldingstheorie) 

Teori absolut atau teori pembalasan ini merupakan teori 

pemidanaan yang masih seirng digunakan dalam menjatuhkan sanksi 

bagi para pelaku kejahatan dengan menekankan aspek pembalasan. 

Dalam teori ini, kejahatan harus dihukum dengan pidana tanpa 

mempertimbangkan apakah hukuman tersebut memberikan efek jera 

bagi pelaku.18  Dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri 

karena kejahatan itu sudah menimbulkan nestapa bagi orang lain dan 

sebagai balasannya (vergelding), pelaku juga harus diberi penderitaan. 

Seorang ahli filsafat, Imannuel Kant, mengatakan dasar hukum 

pemidanaan harus dicari dari kejahatan yang telah menimbulkan 

penderitaan bagi orang lain sedangkan hukuman menjadi tuntutan yang 

mutlak (absolute).19  Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti, 

Andi Hamzah, memberikan penuturan mengenai teori pembalasan ini 

yakni teori ini tidak mempertimbangkan upaya untuk membina pelaku 

kejahatan, padahal mereka memiliki hak untuk dibina agar menjadi 

pribadi yang bermanfaat dan dihormati sesuai dengan nilai 

kemanusiaan.20 

b. Teori Maksud atau Tujuan (Relatieve/Doeltheorie) 

 
18 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System 

Dan Implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 10. 
19 Leden Marpaung, Op.Cit,, hlm. 105. 
20  Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, 

Bandung: Bina Cipta, 1992, hlm. 47. 
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Teori ini berpendapat bahwa dasar pemidanaan terletak pada 

tujuan pidana itu sendiri yang dimana tujuan utamanya yaitu menjaga 

ketertiban dalam masyarakat.21 Dasar penjatuhan hukuman pada teori 

ini terletak pada maksud dan tujuan hukuman, maka dari itu ditemukan 

manfaat dari suatu penghkuman.22 

c. Teori Gabungan (Verenigingstheorie) 

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut (pembalasan) 

dan teori relatif (tujuan) yang dimana teori ini lebih fokus terhadap 

aspek pembalasan dan upaya menjaga ketertiban.23 

Dalam kasus yang dikaji (Putusan Nomor 134-K/PM II-08/AL/VIII/2021), 

teori pemidanaan digunakan untuk menentukan hukuman yang memenuhi tujuan 

keadilan dan pencegahan. Misalnya, dalam lingkungan militer yang menekankan 

kedisiplinan tinggi, teori pemidanaan dengan pendekatan retributif mengarahkan 

hakim untuk memberikan sanksi setimpal guna menegaskan bahwa pelanggaran 

berat seperti penyalahgunaan narkotika adalah tindakan yang tidak dapat 

ditoleransi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku tetapi juga 

memperkuat kedisiplinan institusi dengan memberikan pesan yang kuat kepada 

anggota militer lainnya bahwa perbuatan semacam ini akan berujung pada hukuman 

tegas, bahkan pemecatan. 

 
21 Leden Marpaung, Asas-Teori-PraktIk Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 

106. 
22 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta: PT. Eresco, 

1980, hlm. 15. 
23 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 

2010, hlm. 24. 
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2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim merupakan sebuah deklarasi yang dibuat oleh hakim 

sebagai pejabat negara yang berwenang, disampaikan di persidangan yang 

terbuka untuk umum dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan 

suatu perkara atau sengketa para pihak.24 Aspek pertimbangan-pertimbangan 

yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan memainkan peran penting 

dalam keputusan hakim. Secara mendasar, pertimbangan yuridis berfungsi 

untuk membuktikan unsur-unsur (bestanddelen) dari tindak pidana yang 

didakwakan, memastikan apakah tindakan Terdakwa telah memenuhi syarat-

syarat tindak pidana sesuai dengan dakwaan jaksa/penuntut umum. Untuk itu, 

dapat dikatakan bahwa pertimbangan yuridis ini secara langsung dapat 

memengaruhi amar atau diktum putusan hakim.25 

Menurut MacKenzie, ada beberapa teori yang dapat digunakan hakim 

dalam memberikan dasar pertimbangan penjatuhan putusan  suatu perkara 

yaitu sebagai berikut:26 

a. Teori Keseimbangan 

Teori ini menekankan pada keseimbangan antara persyaratan 

hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan para 

 
24  Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 118. 
25  Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia 

Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya, Bandung: PT. Citra Aditya   

Bakti, 2010, hlm. 219. 
26 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010, hlm.105-106. 
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pihak yang terlibat dalam perkara, termasuk keseimbangan antara 

masyarakat dan hak-hak Terdakwa. 

b. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini berakar pada prinsip filsafat hukum yang mendalam, 

yang mencakup pertimbangan menyeluruh terhadap semua aspek 

pokok perkara yang disengketakan. Hakim mencari peraturan 

perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan serta memastikan bahwa pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas yakni memberikan keadilan bagi 

semua pihak yang terlibat dan menegakkan hukum. 

c. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Menurut teori ini, penjatuhan putusan oleh hakim merupakan 

bentuk kewenangan (diskresi) hakim. Dalam menggunakan wewenang 

tersebut, hakim menyesuaikan keputusan dengan kondisi dan hukuman 

yang wajar bagi pelaku dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa 

atau penuntut umum. Pnedekatan seni dalam putusan hakim lebih 

dipengaruhi oleh insting atau intuisi daripada berdasarkan pengetahuan 

hakim. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Teori ini mengedepankan pengalaman seorang hakim yang 

berperan penting dalam menangani perkara-perkara yang dihadapinya. 

Dengan pengalaman tersebut, hakim dapat memahami dampak dari 
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putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku, korban dan masyarakat 

secara umum. 

e. Teori Pendekatan Keilmuan 

Teori ini berlandaskan pada prinsip bahwa proses penjatuhan 

hukuman harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati terutama 

dengan mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu untuk 

memastikan konsistensi keputusan hakim. Teori ini mengingatkan 

bahwa hakim tidak boleh hanya bergantung pada intuisi semata, tetapi 

harus dilengkapi dengan pengetahuan hukum dan wawasan ilmiah yang 

memadai dalam menghadapi perkara yamg harus diputuskan. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan 

mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.27 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah normatif yakni penelitian yang mengacu pada 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, teori hukum dan pandangan para ahli. Penelitian ini menerapkan 

analisis kualitatif yang menjelaskan data yang ada bukan melalui angka tetapi 

melalui penjabaran verbal. 

 
27 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 17. 
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2. Pendekatan Penelitian  

a. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus ialah penelitian yang dilakukan dengan cara 

memeriksa dan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang 

akan dibahas di penelitian ini yang sudah mendapatkan putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.28 

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji dan 

menganalisis seluruh undang-undang serta regulasi yang berkaitan 

dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Prajurit TNI.29 

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti sejauh mana pemidanaan 

dalam tataran praktikal bagi Prajurit TNI yang meyalahgunakan 

narkotika. Pendekatan yang digunakan akan berhubungan satu sama 

lain dan tersusun secara sistematis.30  

3. Sumber Bahan Hukum  

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 

tentang Peraturan Hukum Pidana; 

 
28  Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara 

Media, 2021, hlm. 59. 
29 Ibid, hlm. 58. 
30 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 

56. 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik 

Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 

1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 139); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara 

Nasional Indonesia 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang; 

6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer; 

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman; 

8. Putusan Pengadilan Militer Nomor: 134-K/PM II-

08/AL/VIII/2021 

b. Bahan Hukum Sekunder 



17 
 

 

 

Bahan hukum sekunder merujuk pada buku hukum, penelitian-

penelitian yang terdahulu, jurnal hukum, komentar-komentar atas 

putusan hakim yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer yang akan memiliki korelasi terhadap pembahasan 

dalam penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi terhadap 

objek permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum ini bisa 

didapatkan dari internet, rancangan undang-undang, naskah akademik, 

kamus-kamus dan terminologi hukum. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan melakukan 

pengumpulan bahan hukum dengan menelusuri sumber-sumber hukum 

primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan sesuai dengan isu yang 

relevan dengan penelitian ini.31 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini ialah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini melibatkan penguraian 

data secara sistematis dan terstruktur dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak 

 
31 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008, 

hlm. 35. 
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tumpang tindih, dan logis sehingga mudah dalam interpretasi dan pemahaman 

hasil analisis. Teknik analisis deskriptif kualitatif ini merupakan metode 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari bahan hukum yang merujuk pada 

konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum serta 

pandangan ahli sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan 

daalam penelitian ini. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini ialah secara 

induktif. Alur pemikiran induktif ini akan mengambil kesimpulan dari fakta-

fakta yang konkret dan spesifik kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. 

Dengan kata lain, alur pemikiran ini berawal dari fakta khusus lalu menuju 

generalisasi yang bersifat umum. 
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